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PERATLUIRAN DESA JUMO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JUMO,

. bahwa sehubungan terjadi perkembangan vang tidak

scsual dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karen
adanya perubahan pendapatan, beélanja dan pembiayaan;

. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor
B/150/148,22/X1/2025 Tanggal 4 November 2025
Perihal Perubahan APBDesa Tahun 2025:

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Perubahan ketiga Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54935 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
BE5G);

Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbhagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6R56);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubsh terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 680 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor B Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik ITndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136];

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
percepatan  Penurunan Stunting ({Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tehun 2014
tentang Pedoman Telkmis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 960},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomaor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayvaran luran
Jaminan Keschatan Bagi Kepala Deésa dan Perangkat



Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tehun 2019
Nomor 1802):

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

16. Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor & Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang  Pedoman Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

18, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap
Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1052);

19, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Folus Penggunsan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 963);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Temangpung Nomor 6
Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temangpung Tahun 2025-
2045 [Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2024 Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penvelenggaraan Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);

24, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48):

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63):
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temangsung Tahun 2021
Nomor 60);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
scbagaimana lelah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72
Tahun 2021 tentang  Pedoman — Perencanaan
FPembangunan Desa (Berita Daerah  Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 69):

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daersh
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Temangeung Nomor &
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025 [Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor Bl;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angparan Tahun 2025(Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 40);
Peraturan Desa Jumo Nomer 4 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Pemernintah Desa Jumo (Lembaran Desa
Jumo Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa
Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2022 Nomor 5);
Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor
2 Tahun 2019);

Peraturan Desa Jumo Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2026 [Lembaran Desa Jumo Tahun 2020 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jumo
Tahun 2025 Nomor 5);

Peraturan Desa Jumeo Nemor 4 Tahun 2024 tentang
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Jumoe Tahun 2024 Nomor 4);



Menetapkan

35. Peraturan Desa Jumo Nomor 7 tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor ™

36, Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jumo Pada Badan
Usaha Milik Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun
2025 Nomor 3);

37. Peraturan Desa Jumo Nomor 4 tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2025
Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO
dan
KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN
PERATURAN DESA JUMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2025,

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun
Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
l. Pendapatan Desa

Rp  3.441.065.558,00

a. semula
b. bertambah /{Berkurang} Rp - 1.795.590.184,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.645.475.374,00

2. Belanja Desa

a. ‘semula Rp 3.5330.098.246,00
b. bertambah/{Berkurang) Ep - 1.946.244 87200
Jumlsh belanja setelah perubahan Rp 1.583.853.374,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 61.622.000,00

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayvaan

a. Semula Ep 89.032.688,00
b. Bertambah /({Berkurang) Rp - B54.688,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan  Rp 88.378.000,00
3.2, Pengeluaran Pembiayaan
a; Semula Rp 0,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 150.000,000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 150.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) Rp - 61.622.000,00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran setelah  Rp 0,00
perubahan
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahlan dar Peraturan Desa (.



Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belenja Desa scbagal landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agn.r setiap orang mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Jumo
Pada tanggal 25 November 2025
~KEPALA DESA JUMO,

e di Jumo
Hekl 86 November 2025
?h‘ DESA JUMO,

GEE F?ll
)

I-I.
o

LEMBARAN DESA JUMO TAHUN 2025 NOMOR 7



Moemar o
Tafun FlirL]
FERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUMO
TAHUN ANGEARAN 2025
donis APBDes @ Pendiahan APBhes
s i URATAN ANGGARAN (RP) BERTAMEAH | TR
SEMLLA BMER.JADN { BERKURANG )
1 2 3 4 5 &

4, PENDAPATAN

&1 Pendsgstan Asll Désa SE011L000,00 2650.112.000,00 0.6

a3 PandapasEn Translsr 3.173.:953 554,00 1. 378.363.374 00 (1.705.590. 754,00

40 Pencspatan Lain-lain T 000 100,00 T, 000 D00, 00 0,00
JUMLAH PEMDAPATAK LA pGE550 00 1.6454TE 274,00 (1705 580, B, 00 )

-1 BELAM.E

51 Betanja Pagawa: E14 Z75.200.00 617,004 000,00 2.728.800,00

52 Betanis Barang dan Jags JET. 214, 048,00 357 B AT 4,00 34 BTA. 37600

513 Bedan|a Modal 25718, 700. 000,00 548 15700000 {1.571.552.000 00

£4 Belanja Tidak Terdugs 28.800.000,00 26.800.000,00 oo
JUBAL A BIELAMLIA 3.530.088_ 244,00 1883683 372.00 {1.948 248 872 0]
SURPLUS | [DEFISIT) [69,032.688 00} £1.8:22.000,00 80,884 688,00

& PEMBIAYAAN

6. Ponorimaan Pambisysan £9.032.888,00 £8.378.000,00 {854, 664, 00)

1.1 BILPA Tahun Senelumnya 83 032 GBS 00 64 27800000 (654 B84 00)

B2 Pongakiaran Pembileamn 000 150,000,000, 50 450, 00000, 00

822 Paryernamn Modal Dess 0,00 150,000, 000,00 150,000 400,00
PEMEIAYAAN NETTC 9,093 .688,00 {61, 622.000,00) (150,654,688, 00)

I =1 o =

Hidbiman ¢




KODE REK LRAIAN BERTAMBAH /
SEMULA MENJIAD | BERKURANG ) KETERANGAN
4 7 3 4 & &
r S84 LEBIH | (KURANG] PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 000 m
f——— S ————
=== —=aiumo, 26 Nevembar 2025
A .

e T — R
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Momoe as

Tahun X025
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JUMD
TAHUN ANGGARAN 215
Jenis AFBDws : Perubahan APEDes
i e SEMULA — mp}mum :m& SUMBERDANA
1 i 3 4 B [ T
T FENDAPATAN
a1, Pendapatan Asll Desa 200.112.000, 00 200.11L000,00 000
412 Hasil Anet Dinsg 200, 192000, b0 2801 12.000,00 0,00
T Pendapatan Tronsfer 3,173,883 558 00 1378, 383.374,00 1. 755,550, 54,00
431 Oana Desa T4@.001, 000,00 TAB.001.000,0 000
421 Bagt Hapll Pajek den Retribusi 26 FER2 00,00 a8 138:518,00 21 608 51600
{23 flghes Deng Desa 4 16 203 800,00 420, FOT. 000,00 3.503.200.00
424 Bariuah Kauangan Braving 1265, 000 000,00 5,00 (1 268 Q00,000,000
&35 Barduor Keusngsn KabpalenKols TO5.510.068,00 150,816 058,00 {555 000000, 68)
43 Pandapatan Lain-laim 7.000.000.00 7.000, 000,00 0,00
445 Burga Bank & 000,500,000 4,010,004, 0 .00
435 Lain-lam pendapgian Dess yang sah 3.000.000.00 3.000.000 60 0.co
JUMLAH PERNDAPATAR 3441085058, 00 1645 475 274 00 (1. T95.590.154,00)
r BELAN.
i BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 178.11§,245,00 H5.733,374.00 ALE1E 128,00
1.4 ;jlh’lﬂﬂ'ﬂﬂ- Belanja S8tap, Tun@angan dan Dperssional Pemaodntabhan T35 340,558 00 T31,.907.974.00 0.550.815,00
1o Ponydisen Penghssitan Tatap dan Tunfangan Mapata Desa A2 T20. (N, 00 42, 720,000,080 .00
100 || &t BaEnja Pogawa 43 T H.000,00 2 Tk 000, 0D i, 0f
1.4.02 Fanpediann Penghasiian Tatap dan Tuivjangan Perangkat Dosa TS, 1 hE.060,00 JET.0G4, 800,00 2. 73660000
IR 1 v Halarran 1




o S SEMLALA . I:FWI:'IIEMJJ!.I:II Higﬂﬁm! RO,
1 F i 3 4 & & 7
11402 | &4 Baianja Pagawa 365,1365.000,00 JET Ba4 B0, DG 2738 800,00
2.7.04 Periyadivan Oporesional Peaenpiah Dess (ATH, Horor BKEKD dap PPKD, . 793358, 00 TOLORTIT4,00 JETROTE 00
1104 | 57 Bedan|s Borong dan Jo=a 6 195 353,00 TOOEL374 00 3838 018,00
1.4.08 Penyedisan Tunjangan BP0 24,307, 200,00 24 307, 200,00 a,00
1000 | 51 Bedanja Pagaws 24.307 200,00 24 307 . 200,00 .60
1.1.08 Periyedizan Operasional 8P0 {rapal, AT, Maksn Minim, Parfenghapan Par 200000, 50 2000, 00, 00 a.00
1108 | 532 Batamjs Barang dan Jess 200000000 200000000 .00
1.1.07 Panyadizan Insen M purasional ATRW 20, S0 000, S0LA00, 000, 00 Lod
1007 | &2 Hefanja Barang dan Jess 0,400 000,00 20,400 900,00 0,06
1.4.08 Operasional Pemerktiah Desa yeng berswmber dar Dana Desa 22.470,008,00 22.470.000,00 .00
1108 | 53 Belsfi|s Barang dan Josa 22470000, 04 22470 03600 .00
1.1.80 Panyadiaan Fenghasian Lainoya Kepala Dess dan Perangkat Desa jpengh; 188, 112.000,00 158, 11.2.000,06 00
1.1.80 | 51 Besanjo Pegasa 158 172 004,00 150102 0000 a.m
1.4.03 Tunjangan Teraga Kerja (BPJS) Mades dan Peangial 240 (00, 0 4L N, 000,00 i, 00
1193 | Ba Beian|n Pagawai 24000.000.00 24 000.000,00 £.00
1.3 Penyadlaan Sarmsna Prasarana Pemerintahan Dasa 32,88 080,59 33, 501.000,00 .00
1.2 Panpyedisgn Sammne (Aser Tetap] FerkaniorenPamerintalan 5.040.000,00 A 840, 000,00 a.on
a0t | sa Balania Modai & B40.000;00 & B40 D00, 00 (.00
1203 PambarigumanRehabilitasiPeninghaten GecdungPrassana Kantor Desa (0 ITOST.000,00 27,051, 000,00 .60
1.2 | 52 Balarjs Madal 27 .041,000,00 27.051.000,00 a0
1.3 FH:"E-J“HIH Administrasi Kependudidkan, Pencatatan Sipll, Statistik dan 5,009, 000,00 15, TO0.000, 0 10, 700,000,080
ursipan
1.3.02 Ponyusunan/Pendeiaanemutakiirm Profil Desa (Dipih) 5.000.000,00 15, 700.000,00 10700, 000,00
13.02 | 52 Balan|a Bararg dan Jasa 5.000.000,00 15 70000000 10:760.003,00
1.4 :;phnmmn Tala Praja Pemerintahan, Perencanann, Fouangan dan 10.080.000.00 £1,700.000,00 11.700,000 B0
podan
1401 Penyelengyaraan Musyawarh Parencanaan Dess'Pombanasan APEDes (R 10000 00,00 24,700, (00,04 11, F00.000,00
[ Prinied by Shboadem  IRCERIEEEEEEE Halaran 2




e i SEMULA —T= {“P‘rmm :mML SHMEEDAA
1 by 3 ] § ] T
1400 | &2 Helanja Barang dan Je=a 10.000,000.00 21 700600 80 11,700,000 00
1.5 Sub Bidang Partanahan 4806 B4R,00 3.535 004,00 (1,351,508 00)
1.5.00 Adminsirasi Pajak Bumi dan Banguman (PES) 4 UBE 62,00 1.538.000,00 {1.351.888, 00)
1508 | 52 Belanis Barang dan Jesa 4 BEG BAE.00 3. 535 000, 00 {1,351 66800
Z BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGLUNAN DESA 2,056 (0. O0d, B0 §19.070.000,00 (1.418.890.000,50)
8 | Sub Bidang Pondidiksn SE. 72000, 04 81.338.000.00 (5400, 000,06}
290 Panyelmgparaan PAUDTHTFATRATPOWedresah Mon-Earmal Wik Desa T BOEL (O, B0 000, 00 {7 200, 000, )
210 | 532 Belaris Barpng dan Joss 10.8000000, 00 &.600 040 00 {1,200, 000,00
2103 Penyulubion dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakal T 525, 000, () 71, 720.000.00 {4.200.000,00)
2103 | 52 Belanjn Barang dan Josa 588920000 00 &5 T2B 800200 (4 Dad 400, ng)
2103 | k3 Batanja Madal 16,000 06000 16. 000 006,00 .00
23 Siit Bidang Hesshatan 132 Ba0.000,00 144 451,000,00 $1.811.000,00
2363 Pappelongparsan Posyandy (Mkn Tambahay, Mz Bamil, Caorsia, inaoniif) 71.640.000,00 07, 7 (G, (D [, B0 00, o)
2208 | 63 Hplarya Barang dan Jeas T1.540.000,00 E7.720.000 00 {520 000,009
30 FPanpulufan dar Peialihan Bidang Mesehatan (Uniuk Mesy, Teraga der Kao AL O M, B 00N (A, o, G0, D0, 00
2209 | 62 Balarga Barang dar Jeas S.000.000,00 8. 000000, 00 &, 000 000,03
2209 Pambangunan/RehabilitesiPeninghatanPangadaein SaranaPrasaranaPosy 53.800.000,00 #8237, 00,00 11.531.000.00
2245 | 53 Bislarja Mogal 5380000000 6%5:331.000,0d 11,531 Ddo a0
2284 Fasilitasi forum kesehainn desabfater keselratan 2.400.000,00 2400 000, 00 1,60
2284 | 53 Belania Barang dan Jaga 2 400 006,00  £00,000.00 00
2.3 Sub Bidang Pakerjsan Umum don Penataan Ruang 1,258 403.000,00 174, 771,000,040 [1.083, 731,000, 4}
2310 PembargunanSahablitse PimngkatanPengemsan Jaln Dess E07. 402,000,060 80,534, 000,00 (813 9T, 060, 0¥
2310 | 53 Beslan|& Modal Bl 493 000,00 B5.531 000,00 (BT ST O00,00)
231 Pembangunan/MehabiitasiFeninghatan/Pengerasan Jalan Lingkungs Per, 25000, 000,060 £, 0 {25 006000, 00y
231 | 53 Belen|a Medsl 245.0100.000,00 000 28 Q00 000,000
zanz PembargunanRehabllitasiPeninghatanPangerasan Jalan Usaha Tani (Dip 299.000.000,00 10.000.000,00 (00, 000, 000, ()
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—— s s S (BERKURANG) | SUMBERDANA
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2312 | 52 Befarya Barurg dan Jesa 0,00 183 .003,00 182 000,00
2312 | 53 Belarja Mocal 210000 000, O 9816 000,00 (00 182 DOD, 00)
3.1 PembanguranfchabllitasiPaninghatan Prasarsna Jalan Desa (Sorong, saf 140, 00000, 00 F5. 24000000 (o G000, 0
2114 | 53 Belarya Mocal 1 000, 500, 10 85 24000000 (. TS0, 000, 00
258 PembangurinPemelbaraaen Saams Prasamame Parerangan Jolan 2ir0, (00,000, 00 400 f NG RO, WM, (M
2395 [ 53 Belarya Mocal 200,000 D0 40 0,00 (200 000.000,00)
24 Sub Bidang Kawasan Femukiman SER 000 000,00 192.520.000,00 (336480060, 00]
24,04 Dukimgan Pelaksaramn Pogram PembangunanReheb Riomah Tidak Layak 000,000, 00 10.000.000,00 &, 00
2401 | B2 Bplarga Mocal TOD00.000, 00 10 D00 000 00 B0
T2 PembangunanfshabilitasiPoninglatan Sambungan Adr Bersdh e Rumak | D000, (40 5052000000 520,000, 00
2492 | B2 Belarja Barang dan Jesa 0,00 12.550.000.00 12 650000,00
2412 | BA, Brlarga Modal £k3.000,000 00 T7 8.000.00 {12 130000, 00
2448 PombanguranfishshiltasiPeningkatan Fasiitfes Pengeiofean Sampeh (Dip 450000000, 00 198,000, 000,00 (3400 OG0, 05
2478 | B2 Belarga Barang dan Jzss 12984 000,00 12, 184.000,00 0,00
247 | 53 Belorya Modal 445 008 000,00 105 H08.000,00 {340, 000, 000,00}
& EIRANG PEMBINAAN HEMASYARAKATAN 647.120.000,00 108.910.000.00 (498.210.000.00
an Bub Bidang Mefentaraman, Feterllban Umiem dan Porlindungan Masyarakal 4.500.000,00 4.500.000,00 000
R Ak Hooriras! Pembinaan Keamanan, Ketartiban 4 Perlindengan Masy. Shina | o, 50N, (M0, 0 o, SO0, 66 500
19408 | 52 Bealanja Barang din Joaa & 500 0HA 00 o B0 000,00 [l es)
a3 Sub Bidang Kebudaysan dan Kesgamaan 285.820.000.00 HT.470.000,00 (208, 210 000,604
i Pengirimunt Kontingan Growp Keseodan & Hobodayaan (Wekd Desa i, Ko S0, DO, 200000000 {3 DO, EEAD, Eh
Izm | 53 Balana Barang dan Jsas 5000, 000,00 2.000.000, 1 13,000,000, 801
3.2.03 Perpalenguaren Feetval Kosonian, SoavMabislayasn, doa Kegntaan (MUT S0 OO L 0. 250000, 2, 00, M, D)
320 |52 Bedana Serang dan Jeaa 2T800.000,00 25, TA 000,60 {1, 150000, 505
A3 | &3 Refanja Modal 21060, 000 G0 1.260.000 00 (43 0040, 0Ty
3283 Pangadasn Perlenghkapan Kesamian A E20.000,00 T, 4 10.000.00 (293, 770,000, iy
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KODOE REE URAIAH —r ‘RP]HEHJAI:H ‘mtl“mj SUMBERDAMA,
1 F 3 4 5 3 7
3283 | 53, Ealanja Modsl 280, 6:70.000.00 57 4710.000,00 [£H. & 10. 000,00
i3 Sub Bidong Kepsmisdaan dan Odahraga 200.000,000.00 0,00 (200, D00 006, 00]
3308 Pambanguran/f ehabilitaslPoninghatan Sarmas dan Fragarana Hepomudaa ). (D DO 0,00 {00, 00, (04, 00
3308 | 53 Bafanja Madal S0 K008, (0 0,00 400 D00, 00D, T
ia Suls Bidang Kelormbagaan Masyarakat T.500.0 A7, 00000000 .00
3402 Peimbinaan LEMOL PMLPMWD 5000, 000,00 5 GO0, DM, 0,00
3402 | 52 Belarga Barsng don Jass 5.000.000,00 §.000.000,00 0,a0
1403 Pambinaas PKK 10.600. 000,00 10,000 000,00 4,00
34038 | 52 Bedariia Barang dan Jasa 11 (0 000, 00 10,000, 0040, 60 0,00
3480 Fembinaan Posyandu 2000, 600, 00 2,000, 604, (30 o.00
3407 | 52 B=Azn|a Barang dan jasa 2000 (X000 2 0a0 000,00 000
S BIRANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT B0.0060. 0400, 00 21040000000 {58 660,000,900}
a3z Bub Bidang Perianian dan Petermakan B0.000, BO0.00 o008 [50.000.0:00,00]
4. 7.08 BembangunanRehshiitasiPoningkatan Saluran gasl TerstenSGederhana S0.000.000,00 a0 (E0. 00,000, )
4206 | 55 Belarsa Modal B0 000 000,00 a,00 i) C003 000, Dy
a4 Bub Bideng Pemberdayasn Porsmpuan, Padindungan Anak dan Kaluarga F.O00 000,00 B.000.003,00 R
4.4.01 Pelatihan dan Penyulehan Pembardeysan Perempran £ 000000, 00 5.000.000,00 0,00
4401 | 52 Baelanija Barang dan Jasa 5.00:0.000,00 B QD 000,00 @,
45 Siils Bidang Koperasi, Usaha Micra Kecll dan Manongah [LIMEKM) 10.000.008,00 6, 340,000,00 £3:5:60.000,00}
4.8.90 Pangadann Ssrne Promosl Prodeul Ungguian Desa (Expo Deas) T 0. 00, D0 0 000, O {3, B, 00, 007
4580 | 52 Belanja Bararg dan tiss 100000 CO0.00 6. 340, 00000 (2 56000000
Ag Sub Bidang Dukungan Peranaman Masdal E.000.000,00 £.040.000.00 0,00
4,502 Puofatitten Pengalolsan BUM Desa (Pelatitan yg dilsksamaksn oleh Pemoas) .000.000,00 5, (ML A00, 60 0,00
4502 | 82 Befarga Barang dan Jasa &.000.000,00 § 000 400,00 0,00
a7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindusirian 10.080,000,00 E.000.000,00 15.006.000,04)
4.7, Pemaliuirasn Pasar Dasattios Miltk Desa 1. Q0. OO, A0 S.O00. 000, 00 (LG D00, D0
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LIRALAM SUMBERDARA
KODE REK SEMULA MERJADI | BERKLIRANG j
1 ¥ i i 5 Li] T

470 | 53 101000 80,00 5,000.000,00 5 D0 CCHE K0
L 2£8.800.000.00 15,8500 000,00 000
£3 Bub Bidang Keadaan Mendesak £8,800,000,00 25, 500.000,00 LA
§i00 Parangaran Kesoasan Memdesak 26.800.000.00 28, 800.000,00 o, 00
8300 | 54, Balanja Tidak Terduga 2B BOD. 000, 00 26,800, 000,04 0 X3
JUMLAH BELANIS 3,530.098. 246,00 1583053, 374,00 [1.046. 244,871, 00)
SURFLUS | (DEFISIT) {145, 033608, 00) 81.632000,00 160,.654,508,00

3. PEMBIAYAAN
841 Panarimaan Pemblayaan BH.032.668,00 &0, 3TA.000,00 (654, 688,00)
a1 SILPA Tehun Sebeturmngg 85032 664,00 88 378,000,040 (S0 BAN, B0
B Pengaluasan PamblayaEn 0,00 150000, 000,00 150.000.000,00
i Panyartaan Modal Desa .00 1500000, 00000 150 000 000,00
PEMBIAYAAN NETTC 85.032.688,00 161, 822.000,00) 1 BB 200
Si5A LEBIH § {FURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 000 .06 0,00
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JUMO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Alnmmnt: Jin. Bave Jumo, Dan Betonan Dean Jume Ken, Jumoe Ealy, Tememn MIRE2-0203-3T63 Kode Pos: 56256

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JUMO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JUMO
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang
bertujuan untuk pemerataan pembangunan  dan
meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala
desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala
desa tersebut, pelaksanmannya sesuai dengan daftar
skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan
perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan
operasional BPD, Intensil RT/RW, pembangunan desa,
pemberdayaan  masyarakat desa, penvelenggara
pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu
dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

e, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, periu
menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Angparan Pendapatan dan Belanja Desa Jumo Tahun
2025;

d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud
huruf ¢ ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas
dan discpakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Jumo antara kepala desa dan BPD sesuai
dengan berita acara musyawarah desa penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Juma;

e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas periu ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrah  Kabupaten — Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik [ndonesia Nomor 3495) sebagaimana telab



diubsh beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa  kali diubah  terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor 6
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa vang Bersumber dan Angegaran Pendapatan
dan Belanja Negaras (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemernintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
percepatan  Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomar 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembanpgunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);



10,

1l

12.

13,

14,

16.

175

18.

19,

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolasn Keuangan [Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran uran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203};

. Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Tranamigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Priorites Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 20323);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembanpunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomaor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mentert Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman  Umum  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa
Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 |[Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 1052},

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 ([Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor &
Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001
Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Temangpung Nomor 14
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2024 Nomor 14);



23,

23,

26.

7.

28.

30.

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Berita Daersh Kabupaten Teémanggung 2015
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);

. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Temangeung Tahun 2018 Nomor 48);

. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan
Alas Peraturan Bupati Temangeung Nomor 50 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomar &0},

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 6% Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomaor 72
Tahun 2021 tentang  Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Dacrah HKabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tehun 2025 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kebupaten Temanggung Nomor 6

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor B);
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran Tahun 2025(Berita
Daerah Kabupaten Temangegung Tahun 2025 Nomor 40);
Peraturan Desa Jumoc Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumeo (Lembaran Desa
Jumo Tahun 2017 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Desa Jumo Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa
Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2022 Nomor 5);
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32.

33,

34.

35.

37.

Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor
2 Tahun 2019);

Peraturan Desa Jumo Nomor B Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2026 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2020 Nomor 8)
scbapaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Desa Jumo NMomer 5 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 8
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jumo
Tahun 2025 Nomor 5);

Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2024 fentang
Tentang Rencana Kerja Pemenntah Desa Tahun 2025
(Lembaran Desa Jume Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Desa Jumo Nomor 7 tahun 2024 entang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angearan
2025 (Lembaran Desa Jumo Tahun 2024 Nomor 7);

. Peraturan Desa Jumo Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jumo Pada Badan
Usaha Milik Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun
2025 Nomor 3);

Peraturan Desa Jumo Nomor 4 tahun 2025 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 [Lembaran Desa Jumo Tahun
2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Membahas Rancangan Peraturan Desa Jumo tentang
Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025,
Menvepakati Rancangan Peraturan Desa Jumo tentang

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa oleh Kepala Desa.

Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Jumo
Pada Tanggal 17 November 2025
BADAN PER AWARATAN DESA (BPD)




KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA
DESA JUMO KECAMATAN JUMO KEABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.JA DESA JUMO TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua puluh
lima kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. NAMA : TRIYONO
ALAMAT : Desa Jumo
JABATAN : Ketua BPD Desa Jumao

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jumo Kecamatan Jumo
Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DARIYONO
ALAMAT : Desa Jumo
JABATAN : Kepala Desa Jumo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jumo Kecamatan Jumo
Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagail PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa:

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa yang telah melalui pembahasan bersama
dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.

2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan
penyesuaian/ penyempurtiaan,

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Jumo, 17 November 2025




RAPAT
DESA

DAFTAR HADIR PERANGEAT DESA

: Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Jumo

rJumo

KECAMATAN :Jumo
TANGGAL ;

7 | SUMARDI

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1 | DARIYONO KEPALA DESA ]

2 | ACHMAD FAUZI | SEKRETARIS DESA
3 | SUGIYATI KASI PEMERINTAHAN
4 | MUJI SUKO KASI KESEJAHTERAAN
5 | ROBANI KASI PELAYANAN
| "KAUR TATA USAHA,

6 | SUSNIAWATI UMUM DAN

PERENCANAAN

KAUR KEUANGAN

& | ALINA MUSTAFIDA

EADUS KAUMAN

5 |stiasm KADUS BONGOS

10 | MURFIARTONI KADUS BETONAN

11 | ICHSANUDIN KADUS JAGALAN |

12 | sURADI KADUS SORODITAN |

13 | SUNINGSIH i it J| 13 v
I | e KADUS BONDALEM ll




